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hukum ada! lill sendiri. Sikap yang oemikian oleh UUPA dinnggap bertentangan dengan 
ruW9-ruws yaug. terCllntum dalam pasal 1 dan 2. Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal 
pada pengakuan hak ulayat dalam hulolm tanah yang barn, tetapi pelaksanaannya dibruasis. 
Jadi dalam krums di Keillraitan Pradah KalikendaL masyarkatnya har-us rela 
me! epaskoo tooah Bondho Deso menj adi asel pemda, masyarakat harus menyadari 
perubahall status tersebut karena kO!1sekvlensi adooya perubaJ.an desa menjadi kelurahan. 
Tetapi IIleskipun ke\'1ienangan melepaskan tooah Bondho Deso ada pada pemda, hendaknya 
pemda Juga harlls memaiuhi syarat-syarat pelepasan tanah tersebut, seperti yang tercantum 
dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri No.1 tho 1982, yaitl.l ; 
. Adanya penggantian tooah Y9.l18 dilepas. 
- Adanya ganti t"ugi berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai. 
Syarat-syarat tersebut telah dapat membuktikan bahwa pemda tidak begitu srl:ia 
mengabaikan hak-hak rakyat terhadap tanah tersebut, sebab setiap usaha pemda untuk 
mengadakan pel11Dangunan, mall tidak mau akrul mermulIlki hrullpir se luruh aspek kehidupan 
rakyat, baik sebagai perorangan maupWl sebagai masyarakat. 
V. KESLl\1Pill_AN DAN SAR.\N 
1. Kesimrmlan 
Dari uraian tilia datI pembahasafl di atas, maka dapal ditarik kesimpulan sebagai 




a. 	Prosedur seeara yuridis lmhIk melepa....kan tanah Bondho De~1O adalah , 
1. 	Pihak yang membuhIhkan tanah, Yay as an Kas Pembangunan Pemda K1v!$ yang 
nkan memban81Ul gararm unhIk kepentingan tUnum di atas tanah Bondho DeBo 
mengajtIkan pennohonan kepnda walikotarnadya kepala daerah tingkat IJ untuk 
membebaskall lahan terse but. 
2. Setelah disetujui oleh ,,,,'uJikotu kepala daerah tingkat lI, maka waiikota 
memberitahukan kepada kelurahan setempat tentang adanya reneana pelepasan 
tanah Bondho Deso tersebut. 
3. 	KelllUdilll1 wal ikota kepala daerah tingkat IT mengajukan pennohonan persetujuan 
pt'iep:t.<lIDl tanah Bondho Deso kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
4. 	St'te Inh I.kWrul Perwaki Ian Rakyat Daerah Betuju, mnka tanah Bondho DeBo 
tE'rsebul dapa! cJilepaskan kepada investor, dengan memperhatikan ganti rugi 
belllpa tanah alauptUl berupa uang. 
b. Pihak yang memiliki kewenangan untuk rnenentukan peruntukkan dan perubahan 
perunhIkkall tanah Bondho Deso itu adalah pemerintah daerah . Hal ini didasarkan 
pada pasal II ayat 2 Peraturan M enteri Daian1 Negeri No 1 'TIl, 1982 , yang 
menyatakan bahwa tanah Bon<1ho Deso dar! clesa yang statusnya berubah menjadi 




Oi'U'] IllTlj<lf1 filh1a. pt>mb~lha.8illl dan kt'simpulru1 maka dapUI di~iukHJl ~aran seba,gai 
be:rilrut; 
a 	Pr0t;~dur pdt':pasIDl lanah Bondho Deso ht"ndaknya melaui pt"rse:tujuID1 DRPD, untuk 
ihJ pt':lllt"rintah ht"ndalolya 1llt"lllbuaJ atllmn ten'lt':ndiri tnt':ngt"mli ase-I dt':sa st':tt" Iall 
be:rubah 1llt"llj adi kelurahan, sebab Ullchmg- Un dang No, 5 111. 1979 hanya me:ngatur 
pt':nmgkul dt"sa saJa sedang.k:nn mt"llgt"nai aHt't desa belum diatur st'cam It'gas dUll.ida;';. 
b. 	Kewelil:l11gull pdeprn;rul tanah Bondho Deso adu pada pemt':rillfah daerah. lelapi 
ht"lldaknya pellldu juga mt"mpt':rhatikan hal< -hak warga masyarakat terhadap 
kepemll ikull tallah Bondho Deso tersebut. HaJ ini dikat'enakan bagaimatlapun juga 
I,mull It'rst"buf dibeli atau dipt"t'olt':h olt':h warga masynrakat secam bt"rgotong royong. 
